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Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, perlu m enetapkan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propin si Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 19 68 tentang Pemben tukan Ka bupaten 
Purwakarta dan Kabupa ten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi J awa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem baran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999) ; 

/ 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indo.nesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tc-J1un 2001 Nomor 134, Tamba.t,.an LembEtran !'!egara 
Republik Indonesia Nomor 4150) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Republik 

Lembaran 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

'7 TT ...... ,..t....,. ....... ,....,. TT_~n ...... ".... l\.T""""",,,,,__ 1 c:::: 'rnl-,,"...... f')()"A +o_+I""t.~,.,. 
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9 . 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
"h~"h~_~~~ 1,~1; .-:I;,,"h~"h +~_~l,"hl'- .-:I~~,.,.~~ TT~.-:I~~,.,. TT~.-:I~~,.,. 
uvuviCi.'pCi. n..Ci.U UiU.UCi..U l.viCi.n..J.i i uvii5Ci.ii V.l.lUCU.l5-ViiUCi.ii5 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintfu"'1.an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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l~omor 1:L6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043) ; 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentam! Peraturan Gali Pe{!awai Ne{!eri Sinil 

'-' .; f..J \",.: .&. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
57); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Keududukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028) ; 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuan{!an Pimninan dan An{!{!ota Dewan 

~... ~ 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4712) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keua..~gan Badan Lajt anaJl Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

20. Peraturarl Pemerinta..."'1. f'lomor 56 Tahun 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran f'l/egara Republik Indonesia l"llOmOr 4575), 
sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

22. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraluran Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587) ; 

2 " Pera~"--- Tle-e-:-~", 1- 1\T __ _ _ ryg 'T'_ l- • • _ ",nne:: ~--~--~ 
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Pedoman Pembinaal1. dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

25. Pcraturan Pcmcrintru~ Nomor 6 Tabun 2006 tcntang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesla Tahun Nomor 4855); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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uaerah kepada Iviasyarakat (Lembaran l\Iegara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693) 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerinLahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

29 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 

32. Peraluran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ; 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ten tang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104) ; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peratran 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembara.~ I'~egara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
D,..."~,,,lT T""\no.-arh d"'" R0-+-_;h"c."'\; nno ........... t.... (T 4O.....,...,h ........... n...... l\Tot"Tn ..... n 
~ Gt.jCLO.. J.JGl.\,.,.1. .1. - cu..1- ","'-'-..,.1..1.UU-,J..I,. L.JC&..\.,.o.1.Gi....li \.1.J\.....I..1.J.UGU..a...&..1. l.'\.,,5Cl...1C1.. 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
LembaraIl Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 
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36. Peraturan Pemerintah Nomor / 1 Tahun :LUlU ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219) ; 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272) ; 

39. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pesiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 20 11 tenta..~g Perl.lballan l\.tas PeraturEL.~ :rvlenteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 ten tang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penrr",.,..,!:!n",..-",.,.., rl~n P"'..-t"'.,..,rrrn' ..... mau 1"'h"'.,.., P"' ..... rrrn'.,..,"''''.,.., 
..I, ..LO~.l..J..oO"",".,I.II",.oU..L __ .... _ ... '\,.or . \"\.A....L.l.05'-'-'&'.J..5.J .. ~ "",,- 1..J t-4,...L ..&. .J. V .J..,,&,oo"'-4...l.. "&' t-4,.t.,...f....L .I. 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional ; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah ; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
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tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan So sial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

48. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 
tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011 ; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa 
Barat; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tabun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PD BPR Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

51 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya ; 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikrnalaya ; 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 ten tang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornoi' 17 Tahun 
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2008 ten tang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; 
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
20 13 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 ; 

61. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Peru bah an Kedua Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
.l\.nggar~~ Pendapat~~ dan Belanja Daera..~ Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN 
PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 
2013. 

Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2013 
semula berjumlah Rp. 1.589.896.584.576,68 bertambah sejumlah 
R---- 708 0t::;O 03t;. t;.1t::; 3 0 Soh~,...,n-n-,.., TY"> o ""J''''',.l~ Rp 0 '=llQ 1t::;t::; t;.21 10,) ()() ,.lonn-,..,,... 
J. p .. I ~ .~v -' . U.V.LV, ~ \.".,L.1..1..1..1.55U .I.J..L ....... J.J. u.u..1. J. .. ...::....v LI • ..l. vv.v .. .LJ _,'\.J'\.J \,..l\";.l bU.!. ... 

rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah 
a. Semu la Rp. 1.519.813.246.799,00 
b. Bertambah Rp. 709.068.761.011,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.228.882.007.810,00 

b. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. 1.589.896.584.576,68 
b. Bertambah Rp. 728.259.036.615,32 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.318.155.621.192.00 

c. Pembiayaan Daerah : 
a . Penerimaan Pembiayaan Daerah 

D ... ...... .t:'. 

1) Semula Rp. 74.106.527.027,68 
2) Bertambah Rp. 23.667.086.354,32 

, T .. _1n'" D ... - ..... ~-a ... - "'e+ela'" Da ...... b ... "' ....... D .... ... w,.&.&.&.& ................... ""'&.......... Q..&.a. g... .u. .a. '""&..... Q,&&Q,.LJ, ""1'_ 

b. Pengeluaran Pernbiayaan Daerah 
1) Semula Rp. 4.023.189.250,00 
2) Bertambah Rp. 4.476.810.750,00 

97.773.613.382,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan =R::.o;p~. __ 8=.:...;.5::;...0;:;..0;:;...;;...;:0;;....;OO;;..;;::..;.;...;;:OO,-",-,O:;...o'c..;;;0-=-0 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 89.273.613.382,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 
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Pasal2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2 . Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD ; 

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2013 ; 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Yang Diterima ; 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Yang Diterima. 

Pasal3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 31 Desembe~ 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

-:r:iJkDIR. 
NIP. 196118712 198305 1001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada ta n ggal 30 Desember 201 3 
BUPATI TASIKMALAYA 

r UU RUZHANUL ULUM ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2013 - NOMOR 


